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BAB III 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Sengketa tanah yang belum bersertifikat adalah salah satu sengketa 

tanah yang banyak terjadi di kabupaten ketapang, terkait penyelesa sengketa 

tanah yang belum bersertifikat di kabupaten ketapang dapat ditangani oleh 

kantor pertanahn kabupaten ketapang. Pelaksan kewenangan kantor 

pertanahan kabupaten ketapang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penaganan dan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan. Melihat dari kasus yang sudah di tangani 

kantor badan pertanahan kabupaten ketapang, kantor pertanahn kabupaten 

ketapang memberikan tahapan tahapan penyelesain sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Penaganan dan Penyelesaian. Kantor pertanahan kabupaten ketapang 

menyelesaikan kasus sengketa tanah yang belum bersertifikat dengan 

tahapan yakni Pengkajian Kasus, Penelitian, Ekspos Hasil Penelitian dan 

Penyelesaian akhir (Mediasi).  
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Saran  

Berdasrkan kesimpulan di atas, penulis telah menyimpulkan saran 

yang akan diberikan penulis saran bagi kantor pertanahn kabupaten 

ketapang Untuk mengatasi sengketa tanah yang belum bersertifikat di 

Kabupaten Ketapang dan meningkatkan efektivitas kewenangan Kantor 

BPN, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, sosialisasi mengenai 

pentingnya sertifikat tanah harus diperkuat melalui berbagai media. Kedua, 

proses pendaftaran tanah perlu disederhanakan dan diberi subsidi bagi 

masyarakat kurang mampu. Ketiga, mediasi harus diutamakan dalam 

penyelesaian sengketa dengan pelatihan mediator profesional. Keempat, 

program PTSL harus diperluas secara transparan dan efisien. Kelima, kerja 

sama multipihak antara pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan 

lembaga hukum diperlukan untuk pengelolaan pertanahan yang adil. 

Terakhir, sistem informasi pertanahan terpadu harus dikembangkan agar 

akses data kepemilikan dan status hukum tanah lebih mudah. Dengan 

langkah-langkah ini, diharapkan sengketa tanah dapat diminimalisir dan 

kepastian hukum 
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